BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TBNGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Menimbang

Mengingat

NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

bahwa penyelenggaraan pemerintahan hams
berdasarkan kewenangan dan dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Daerah maka perlu
melaksanakan peninjauan terhadap peraturan daerah
yang ada;

bahwa Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009
tentang Bangunan sudah tidak sesuai dengan
dinamisasi perkembangan hukum dan kebutuhan
Masyarakat sehingga perlu dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21
Tahun 2009 tentang Bangunan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6867);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATT KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009
Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 2
(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009
tentang Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku; dan

b. Bangunan Gedung yang telah memperoleh izin dari
Pemerintah Daerah berupa lzin Mendirikan Bangunan
(IMB) sebelum peraturan ini dicabut, izinnya
dinyatakan masih tetap berlaku sesuai Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 November 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

METTY feRRISKA R. TIMOTIUS SURYADI

NIP 197604171990032007
Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 21 November 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABLJPATEN KARANGANYAR,

03

ttd.

ZULFIKAR HAD1DH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

PROVINSI JAWA TENGAH: (8-327/2024)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG BANGUNAN

UMUM

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan
berusaha, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang telah memperbarui beberapa
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, di mana istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah
menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menjamin pemenuhan
standar teknis bangunan dan kepastian hukum berusaha. Hal ini untuk
memperkuat peran dan komitmen pemerintah daerah dalam rangka
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko.

Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Cipta
Keija antara lain diatumya kewajiban bupati/walikota untuk memberikan
pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko. Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan perizinan
di Daerah wajib menggunakan Sistem Perizinan Berusaha secara elektronik
yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi
Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung
pelaksanaan Sistem Perizinan Berusaha secara elektronik sesuai dengan
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c¢ dan Pasal 14 ayat (5
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang
menyatakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha salah satunya adalah
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang
diajukan  melalui Sistem Perizinan Berusaha secara Elektronik.
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan sudah tidak relevan
lagi dan perlu dicabut.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, guna menjamin kepastian dan
ketertiban hukum dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap
Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan
persyaratan teknis Bangunan Gedung. Penyelenggaraan Bangunan Gedung
yang tertib, baik secara administrative maupun secara teknis, agar
terwujud Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin
keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan
selaras dengan lingkungannya.



Berdasarkan pertimbangan di atas, segala regulasi yang terkait
dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah wajib untuk
menyesuaikan peraturan tersebut. Dengan demikian, perlu disusun
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten

Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan.

Il. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
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